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RINGKASAN 

 

Prosedur Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap 

Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Novi Indriani Rukmana, 

120903101030;2017 : 81 halaman. Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu 

Adminisatrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi setiap negara, karena pajak merupakan salah 

satu sumber pendapatan atau penerimaan negara yang menunjang pembangunan nasional.  

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah pajak 

penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang 

berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta 

rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pajak ini mempunyai peranan penting dalam 

negara karena setiap masyarakat yang mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena 

pajak (PTKP) akan dipotong pajak dan pajak tersebut disetor ke kas negara sebagai 

penerimaan pajak. Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan sistem 

pemungutan with holding system yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersngkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini, bendahara 

bertanggung jawab atas pemotongan pajak yang diperoleh oleh para pegawai. Selain itu, 

bendahara bertugas untuk menyetor dan melaporkan hasil pemotongan pajak penghasilan 

pasal 21. 

Praktek kerja nyata dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Pada kantor dinas ini, sistem pemungutan yang digunakan adalah with holding system. Selain 

itu, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan aplikasi E-filling (formulir 

otomatis/digital) dalam menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Tahunan PPh 21. Berbeda 

dengan tahun sebelumnya, kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih 

menggunkan cara manual. Aplikasi E-filling, memudahkan bendahara kantor untuk 

melaporkan besarnya pajak terutang atas pemotongan PPh Pasal 21. Untuk proses 
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penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-

31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan 

Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.  
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BAB  I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Negara Indonesia sudah sejak lama telah merencanakan suatu gerakan 

pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan 

nasional bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat serta membangun bangsa 

ini menjadi bangsa yang mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam 

membangun kesejahteraan rakyat, sumber pendapatan negara sangat berperan 

penting bagi seluruh aspek pada negara. Hal ini karena untuk dapat mewujudkan 

hidup yang benar-benar sejahtera diperlukan sumber pendapatan yang kuat dan 

mandiri. Salah satu sumber pendapatan yang menunjang pembangunan nasional 

berasal dari pajak.  

Menurut Soemitro (2015:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontaprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sangat penting bagi sebuah negara, 

termasuk Indonesia. Karena segala kegiatan dalam negara digerakkan oleh dana 

yang berasal dari pajak. Pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang 

kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan menjadi penyedia 

fasilitas umum bagi seluruh masyarakat. Tanpa adanya pajak dalam suatu negara, 

tentu seluruh kegiatan, mulai dari kegiatan ekonomi, penyejahteraan masyarakat, 

hingga berbagai upaya pembangunan negara tidak akan bisa dijalankan. Hal ini 

menunjukkan, bahwa peranan pajak dalam mewujudkan stabilitas roda kehidupan 

negara ini harus makin ditingkatkan karena makin tingginya tuntutan kebutuhan 

dan makin berkembangnya jaman pengeluaran negara semakin meningkat.  

Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia saat ini adalah pajak 

penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subyek pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Apapun kegiatan 

usaha, profesi atau pekerjaan yang dilakukan oleh subyek pajak sepanjang 

menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan obyek pajak 
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penghasilan (PPh) akan dikenakan pajak penghasilan (PPh). Pajak ini mempunyai 

peranan penting dalam negara karena setiap masyarakat yang mempunyai 

penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) akan mengalami 

pemotongan pajak dan pajak tersebut disetor ke kas negara sebagai penerimaan 

pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak atas 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau 

jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri (orang 

pribadi).  

Pegawai merupakan salah satu penerima penghasilan yang dipotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi 

kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas 

berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak 

tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu 

dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, 

penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, 

termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau 

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pegawai tetap adalah 

pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu 

secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas 

yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara 

langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka 

waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) 

dalam pekerjaan tersebut. 

Berdasarkan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (1), 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, 

honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang 

pribadi dalam negeri. Terjadinya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena 

adanya kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri sehubungan 

dengan pekerjaannya sebagai pegawai atau bukan pegawai, peserta kegiatan  atau 
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ketentuan lain yang diatur dalam dasar hukum PPh Pasal 21, maka ketika subjek 

pajak dalam negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan ini, 

akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Sistem pemungutan yang digunakan 

pada pajak ini adalah With Holding System. Dimana pihak ketiga (bukan fiskus 

dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) diberi wewenang untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga tersebut yaitu 

penyelenggara kegiatan atau pemberi kerja. Penyelenggara kegiatan adalah wajib 

pajak orang pribadi atau wajib pajak badan sebagai penyelenggara kegiatan 

tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk 

apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Sedangkan pemberi kerja adalah orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat 

ataupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai 

atau bukan pegawai.  

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, pemerintah 

melakukan langkah-langkah penyempurnaan terhadap peraturan perpajakan, 

kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan agar potensi pajak yang 

tersedia dipungut secara optimal. Oleh karena itu, peraturan-peraturan perpajakan 

bisa berubah-ubah seiring dengan penyesuaian kebutuhan perpajakan. Peraturan 

perundang – undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan 

berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984 adalah Undang – undang Nomor 7 Tahun 

1984, dan diubah terakhir sejak tanggal 23 September 2008 yaitu Undang – 

undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.  

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (DISPENDA) adalah salah 

satu lembaga yang  berada dibawah Pemerintah Provinsi Kabupaten Jember yang 

memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui 

pengkoordinasian dan pemungutan pajak, restribusi, bagi hasil pajak, dan lain 

sebagainya. Dinas pendapatan daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam 

melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan daerah 

berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati. Lembaga ini 
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merupakan salah satu Wajib Pajak Badan. Sehingga, Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember diberi kewajiban untuk melaporkan pajak terutang atas 

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.  

Salah satu penghitungan pajak penghasilan (PPh) yang menarik untuk 

penulis teliti adalah penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas 

penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap di Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember, berikut dasar hukum yang menjadi landasan hukumnya. 

Penulis tertarik meneliti masalah ini karena apabila dilihat dari latar belakang 

pengenaan atau pemungutan pajak penghasilan atas pegawai tetap sering kali 

mengalami perubahan, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1983 jo UU Nomor 7 Tahun 1991 jo UU Nomor 10 Tahun 1994 jo UU Nomor 7 

Tahun 2000 jo UU Nomor 36 Tahun 2008. Dengan adanya perubahan tersebut, 

sering sekali tidak memperhatikan para Wajib Pajak dalam memperhitungkan 

pajak terutangnya. Banyak terjadi kesalahan dalam memperhitungkan dan 

melaporkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar. Hal yang lebih menarik 

lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 101-

PMK.010-2016 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 

tanggal 27 Juni 2016 yang diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2016 

penghasilan dari pegawai tetap kembali lagi dikenakan Pajak Penghasilan dengan 

tarif tertentu. Selain itu, sistem pelaporan PPh Pasal 21 pada DISPENDA sudah 

menggunakan Sistem digital yaitu sistem E-Filling. Sistem ini telah diatur oleh 

Peraturan Dirjen Pajak Nomor :  PER-01/PJ/2016, Tentang Tata Cara Penerimaan 

dan Pengolahan SPT dan, Nomor : PER-41/PJ/2015, Tentang Pengamanan 

Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyadari pentingnya Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan membahasnya sebagai tugas akhir dengan judul 

“Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.” 
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1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

menjadi pokok pembahasan utama adalah : “Bagaimanakah Prosedur 

Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

1. Untuk mengetahui Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran 

dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten jember.  

2. Untuk membandingkan teori perkuliahan dengan yang ada pada 

penerapan dalam dunia kerja. 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

1. Mengetahui Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

2. Melatih diri agar memiliki rasa peka dan tanggap dalam menghadapi 

situasi dan kondisi yang berbeda antara teori perkuliahan dengan yang 

ada pada penerapan dalam dunia kerja. 

3. Meningkatkan keterampilan diri dalam memperoleh pengalaman kerja 

khususnya dalam bidang pajak. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Nomor 28 Tahun 

2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro (2015:1), “Pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memugut pajak hanyalah negara. 

Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

b. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan 

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.2 Fungsi Pajak 

 Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara. 

Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi 

mengatur. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut 

(Mardiasmo, 2015:2) : 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


7 
 

 
 

 

a. Fungsi Budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

 Pengeluaran Negara terdiri dari : 

1) Pengeluaran Rutin : APBN atau APBD, Pembayaran Pegawai Negeri Sipil 

(PNS). 

2) Pengeluaran Pembangunan : Pembangunan jalan-jalan umum, dan 

sebagainya. 

b. Fungsi Mengatur (regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh: 

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi  

konsumsi minuman keras. 

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk  

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia. 

 

2.3 Syarat Pemungutan Pajak 

 Agar Pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 

2015:2) : 

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni 

dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, 
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penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 

Pertimbangan Pajak. 

 Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

2) Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

3) Pemungutan pajak harus efisien  

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

4) Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

Contoh :  

a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif. 

b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 

10%. 

c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan 

disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan 

maupun perseorangan (orang pribadi). 

 

2.4 Penggolongan Pajak 

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu (Mardiasmo, 

2015:5) : 

1) Pajak Langsung 

Dalam pengertian ekonominya pajak langsung adalah yang bebannya 

harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh 
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dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan dalam pengertian 

administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.  

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak Tidak Langsung 

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang 

bebannya dapat dilimpahkan pada pihak ketiga atau orang lain. Dalam 

pengertian admimstratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut 

setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, 

misalnya terjadi penyerahan barang pembuatan akta. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

 

2.5  Jenis – Jenis Pajak  

 Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, 

yaitu (Mardiasmo, 2015:6) : 

2.5.1 Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang menyelenggarakannya 

dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

2.5.2 Pajak Daerah 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti Provinsi, Kabupaten 

maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah.  

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : 

1) Pajak Provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan 

dan Pajak Rokok. 

2) Pajak Kabupaten/Kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan 
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Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 

 

2.6 Pajak Penghasilan 

2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan, yaitu salah satu sumber penerimaan Negara yang 

berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan 

peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Undang-

Undang Pajak Penghasilan ini mengatur materi pengenaan pajak yang pada 

dasarnya menyangkut Subjek Pajak (siapa yang dikenakan), Objek Pajak 

(penyebab pengenaan) dan Tarif Pajak (cara menghitung jumlah pajak) dengan 

pengenaan yang merata serta pembebanan yang adil. Sedangkan tata cara 

pemungutannya diatur dalam peraturan tersendiri dalam rangka mewujudkan 

keseragaman, sehingga mempermudah masyarakat untuk mempelajari, 

memahami, serta mematuhinya. 

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan jo UU Nomor 7/1991 jo UU Nomor 10 Tahun 1994 jo UU Nomor 

17/2000 jo UU Nomor 36/2008, pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang 

dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam tahun pajak. Tahun pajak yang dimaksud adalah tahun 

takwim, atau tahun buku yang digunakan dapat tidak sama dengan tahun takwim 

sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan. 

 

2.6.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan: 

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 

Tahun 2007. 

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. 
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3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan 

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat 

Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan 

Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang 

Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai 

Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak 

Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. 

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 

tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 21/26. 

 

2.6.3    Subjek Pajak Penghasilan 

 Subjek Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk 

membayar pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundangan Pajak 

Penghasilan yang berlaku. Yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan adalah 

(Mardiasmo, 2015:155) : 

1. Orang Pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi 

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi adalah 

warisan sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, 

menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan 

yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar 

pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap 

dapat dilaksanakan. 

2. Badan 

Terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 
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dana pensiun, perse-kutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.  

 

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat 

tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 

183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan di Indonesia. 

  

2.6.4  Objek Pajak Penghasilan 

 Yang menjadi Objek Pajak adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang 

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, termasuk (Mardiasmo, 2015:159) : 

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan/jasa yang 

diterima/diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-undang ini terhadap semua pembayaran atau 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayar oleh pemberi kerja 

seperti gaji, premi asuransi, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk 

dalam pengertian penghasilan sebagai objek Pajak Penghasilan, Imbalan 

dalam bentuk natura pada hakikatnya termasuk penghasilan. 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan 

Hadiah dimaksudkan termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan 

seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga, dan lain-

lain. Penghargaan itu sendiri adalah imbalan yang diberikan sehubungan 

dengan kegiatan tertentu, seperti imbalan yang diterima seseorang karena 

menemukan benda purbakala. 
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3. Laba usaha 

Penghasilan yang bersumber dari usaha dikategorikan sebagai laba usaha 

(business profit). 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau 

anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambil alihan usaha, atau organisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apapun; 

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, 

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-

pihak yang bersangkutan; dan 

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam 

perusahaan pertambangan; 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Sebagai contoh Pajak Bumi 

dan Bangunan yang telah dibayar dan dibebankan sebagai biaya yang karena 

alasan tertentu dikembalikan, maka pengembalian pajak tersebut sebagai 

penghasilan. 

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. Premium terjadi apabila obligasi dijual di atas nilai 

nominal, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah 

nilai nominalnya (agio saham). Premium tersebut merupakan penghasilan bagi 
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yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang 

membeli obligasi. 

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi. 

8. Royalti atau imbalan atas pengguna hak 

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau 

perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai 

imbalan. 

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan penggunaan harta 

gerak atau harta tak gerak, sebagai contoh sewa kantor, sewa rumah, dan sewa 

gudang. 

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 

Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya “alimentasi” atau tunjangan 

seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu, dll. 

  

2.7 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) 

2.7.1  Pengertian PPh Pasal 21 

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan 

oleh orang pribadi (Mardiasmo, 2015:188). 

 

2.7.2 Pemotong PPh Pasal 21 

Yang termasuk pemotong pajak PPh pasal 21 adalah Mardiasmo, 

2015:188) : 

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan 

pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pemabayaran lain dengan nama dan dalam bentuk 
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apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; 

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau 

pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, 

Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga 

negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang 

membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau 

jabatan, jasa, dan kegiatan; 

3. Dana Pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan 

Badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau 

jaminan hari tua; 

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta 

badan yang mengatur : 

a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan 

jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status 

Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan 

pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namannya sendiri, bukan 

untuk dan atas nama persekutuannya; 

b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan 

kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek 

Pajak luar negeri; 

c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan 

magang; 

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat 

nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya 

yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau 

penghargan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam 

negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.  
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2.7.3 Wajib Pajak PPh Pasal 21 

 Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi 

yang merupakan (Mardiasmo, 2015:191) : 

1. Pegawai; 

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari 

tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; 

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi : 

a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, 

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 

b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan 

seniman lainnya; 

c. olahragawan; 

d. penasehat, peneliti, dan penerjemah; 

e. pengarang, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

f. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem 

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial 

serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 

g. agen iklan; 

h. pengawas atau pengelola proyek; 

i. pembawa pesanan atau yang melakukan langganan atau yang menjadi 

perantara; 

j. petugas penjajah barang dagangan; 

k. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan 

sejenis lainnya. 

4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, anatara lain meliputi : 

a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, 

seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; 
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b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 

c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara 

kegiatan tertentu; 

d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; 

e. Peserta kegiatan lainnya. 

 

2.7.4 Objek Pajak PPh Pasal 21 

 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah (Mardiasmo, 2015:193) : 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa 

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur 

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 

3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan 

sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang 

pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan 

pembayaran lain sejenisnya; 

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, 

upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan 

secara berkala; 

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, 

dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan; 

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun; 

7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama 

dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh : 

a. Hukum wajib pajak; 

b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau; 

c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma 

penghitungan khusus (deemed profit). 
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2.7.5  Dasar Pemotongan dan Tarif PPh Pasal 21 

 Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam 

Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut : 

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak 

dari : 

a. Pegawai tetap; 

b. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan; 

c. Pegawai tiak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan 

atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan 

kalender telah melebihi Rp 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu 

rupiah); 

d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. 

Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi 

dalam negeri : 

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

Laporan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

0 Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d.  

Rp 250.000.000,00 

15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d.  

Rp 500.000.000,000 

25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 

Sumber : Mardiasmo, 2015 

Bagi pegawai tetap : 

Besarnya Penghasilan Kena pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar 

penghasilan neto dikurangi PTKP. Sedangkan Penghasilan neto dihitung 

seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan : 
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 Biaya Jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-

tingginya Rp  500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 

6.000.000,- (enam juta rupiah) setahun; 

 Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana 

pensiun yang pendiriannya telah dilakukan oleh Menteri Keuangan atau 

badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang 

dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan; 

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut : 

PPh Pasal 21 = (Penghasilan netto – PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh 

  = (Penghasilan bruto – (Biaya Jabatan + iuran pensiun dan             

iuran THT/JHT yang dibayar sendiri) – PTKP)  x tarif Psl 

17 UU PPh 

Bagi Penerima pensiun berkala : 

Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah bagi penerima pensiun berkala 

sebesar penghasilan neto dijurangi PTKP. Besarnya penghasilan neto adalah 

seluruh jumlah pengahsilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% 

dari penghasilan bruto, setingi-tingginya Rp 200.000,- sebulan atau Rp 

2.400.000,- setahun. 

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut : 

PPh Pasal 21 = ( Penghasilan netto – PTKP ) x tarif Ps 17 UU PPh 

 = ( Penghasilan bruto – Biaya Pensiun – PTKP) X tarif Psl      

17 UU PPh 

Bagi pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan : 

Bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bualanan atau 

jumlah komulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender 

telah melebihi Rp 2.025.000,- besarnya Penghasilan Kena Pajak dihitung 

sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. 

PPh Pasal 21 = (Penghasilan bruto – PTKP) x tarif Ps UU PPh 
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2. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga 

kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, 

dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, 

tarif lapisan pertama Pasal 17 UU PPh (5%) diterapkan atas : 

a. Jumlah penghasilan bruto x hari yang melebihi Rp 200.000,- atau  

b. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP  yang sebenarnya dalam hal 

jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah 

melebihi Rp 2.025.000,-. 

Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah 

melebihi Rp 6.000.000,00, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif 

Pasal 17 UU PPh atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan. 

3. Tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh, ditetapkan atas jumlah kumulatif dari : 

a. Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi 

PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai (selain tenaga ahli), 

yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi 

ketentuan : 

1. yang bersangkutan telah mempunyai NPWP; 

2. hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan 

Pemotong PPh Pasal 21; 

3. tidak memperoleh penghasilan lainnya. 

PPh Pasal 21 = (penghasilan bruto-PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh  

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka yang dijadikan 

dasar adalah jumlah penghasilan bruto. 

PPh Pasal 21 = penghasilan bruto x tarif Ps 17 UU PPh 

b.    50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga 

ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, 

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. 

c.       Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat  

tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atas 

dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada 

perusahaan yang sama. 
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d.      Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, 

bonus atau imbalan lain yang bersifat tidk teratur yang diterima atau 

diperoleh mantan pegawai. 

e.  Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta 

program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana 

pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 

 PPh Pasal 21 = penghasilan bruto x tarif Ps 17 UU PPh 

4. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah penghasilan 

bruto : 

a. Untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak 

bersifat berkesinambungan; 

b. Untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang 

diterima oleh peserta kegiatan. 

5. Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan norma apapun 

yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut : 

a. Sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan 1 dan 

Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat 

Tantama dan Bintara, dan Pensiunannya; 

b. Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, 

Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, 

dan Pensiunannya; 

c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat 

Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan 

Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya. 

2.7.6 Akuntansi Pajak PPh Pasal 21 

 Menurut Supriyanto (2011:12), Akuntasi adalah suatu proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu 

organisasi. Akuntasi sangat penting dipahami oleh wajib pajak untuk dapat 

memenuhi peraturan dan atau ketentuan perpajakan. Pemahaman tentang undang 

– undang dan peraturan perpajakan mutlak diperlukan untuk bisa membuat 
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kewajiban membayar pajak sekecil mungkin tanpa harus melanggar atau tidak 

mematuhi undang – undang dan peraturan perpajakan sehingga dapat memberikan 

keuntungan yang tinggi kepada para pemodal.  

 Undang – Undang Pajak Penghasilan di Indonesia menempatkan sebagian 

besar pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban pajak atas penghasilan sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang 

Pribadi justru kepada perusahaan dan penyelenggara kegiatan atau pemberi kerja 

Pajak atas Penghasilan yang berasal dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan 

pekerjaan bebas diatur dalam Pasal 21 (untuk Wajib Pajak Orang Pribadi). 

Menurut ketentuan pasal 21 Undang – Undang Pajak Penghasilan di atas, 

setiap perusahaan badan penyelenggaraan kegiatan atau pemberi kerja mempunyai 

kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas 

penghasilan yang diberikan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa 

atau kegiatan yang dilakukan baik oleh para karyawan atau pegawai dan oleh 

pihak – pihak lain sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. 

 Adapun contoh akuntasi Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut 

(Waluyo, 2015:138) : 

1) Pajak Penghasilan ditanggung oleh karyawan yaitu : 

a. Jurnal pada saat pembayaran gaji dimana pajak penghasilan ditanggung 

oleh karyawan yaitu : 

Tanggal Nama Akun Debit (dr) Kredit (cr) 

 Beban Gaji xxx  

      Iuran Jaminan Kecelakaan   

     Kerja 

 Xxx 

  Iuran Jaminan Kematian  Xxx 

      Titipan PPh 21  Xxx 

      Kas  Xxx 

 

b. Jurnal pada saat iuran JKK dan iuran JK dibayarkan 

Tanggal Nama Akun Debit (dr) Kredit (cr) 
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 Jaminan Kecelakaan Kerja xxx  

       Jaminan Kematian  Xxx 

       Kas  Xxx 

 

c. Jurnal pada awal berikutnya, PPh Pasal 21 disetor ke kas negara yaitu : 

Tanggal Nama Akun Debit (dr) Kredit (cr) 

 PPh 21 xxx  

       Kas  Xxx 

 

2) Pajak Penghasilan Ditanggung Oleh Pemberi Kerja 

a. Jurnal pada saat pembayaran gaji dimana pajak penghasilan ditanggung 

oleh pemberi kerja yaitu : 

Tanggal Nama Akun Debit (dr) Kredit (cr) 

 Beban Gaji xxx  

 Beban PPh Pasal 21 xxx  

      Jaminan Kecelakaan Kerja  Xxx 

      Jaminan Kematian   Xxx 

      PPh 21  Xxx 

      Kas  Xxx 

 

b. Jurnal pada saat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 

dibayarkan ke kantor Asuransi : 

Tanggal Nama Akun Debit (dr) Kredit (cr) 

 Jaminan Kecelakaan Kerja xxx  

 Jaminan Kematian xxx  

          Kas  Xxx 

 

c. Jurnal pada saat awal bulan berikutnya, PPh Pasal 21 disetor ke kas negara 

yaitu : 
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Tanggal Nama Akun Debit (dr) Kredit (cr) 

 PPh Pasal 21 xxx  

          Kas  Xxx 

  

2.8 Bukti Potong PPh Pasal 21 

Bukti potong adalah dokumen berharga untuk setiap wajib pajak. Selain 

berfungsi sebagai kredit pajak, bukti potong adalah dokumen wajib pajak yang 

dapat digunakan untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. 

Bukti potong harus dilampirkan di penyampaian SPT Tahunan PPh. Bukti potong 

tersebut juga akan dipakai dalam proses cek kebenaran dari pajak yang telah di 

bayar. Terdapat dua (2) macam bukti potong atas Pajak Penghasilan Pasal 21 

yakni formulir 1721 A1 (bagi karyawan swasta) atau 1721 A2 (bagi pegawai 

negeri). Bukti Potong 1721 A1/A2 hanya diberikan untuk pegawai tetap saja, 

sedangkan untuk pegawai tidak tetap dan bukan pegawai tidak dibuatkan. Bukti 

Potong 1721 A1/A2 adalah bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk 1 tahun pajak 

atau selama pegawai tetap tersebut bekerja pada si pemberi kerja selama tahun 

pajak yang bersangkutan. Bukti Potong 1721 A1/A2 akan dipakai oleh pegawai 

tetap dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. 

 

Ketentuan Penggunaan Formulir Bukti Potong PPh 21 

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 berupa Formulir Bukti Pemotongan PPh 

Pasal 21 (1721-A1) (Excel) dapat digunakan bagi pegawai aktif maupun yang 

sudah pensiun dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1) (Excel) dipakai sebagai 

Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Swasta yakni:  

a. Penghasilan bagi Pegawai Tetap. 

b. Penghasilan bagi Penerima Pensiun berkala. 

c. Penghasilan bagi Penerima Tunjangan Hari Tua berkala. 

d. Penghasilan bagi Penerima Jaminan Hari Tua berkala. 
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2. Formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1) yang dibuat oleh 

pemotong pajak adalah sebanyak 2 lembar yakni : 

a. Lembar 1 bagi Pegawai sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan PPh 

Orang Pribadi. 

b. Lembar 2 bagi Pemotong Pajak. 

3. Formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1) tidak harus dilaporkan 

sebagai lampiran SPT Masa PPh Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26. 

2.9 Surat Setoran Pajak ( SSP) PPh Pasal 21 

 Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembyaran atau penyetoran pajak 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri 

Keuangan. Fungsi SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah 

disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila 

telah mendapatkan validasi. 

Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 

(empat), dengan peruntukan sebagai berikut: 

1. Lembar ke-1  : untuk arsip Wajib Pajak. 

2. Lembar ke-2  : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan     

                                         Negara (KPPN). 

3. Lembar ke-3  : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor  

                                         Pelayanan Pajak. 

4. Lembar ke-4  : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran. 

Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan 

peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan 

ketentuan perpajakan yang berlaku. 

2.10 SPT Masa PPh Pasal 21 

 Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah Surat Pemberitahuan untuk 

suatu Masa Pajak. Untuk SPT Masa, batas waktu penyampaian paling lama 20 

(dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. SPT Masa PPh Pasal 21 harus 
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dilaporkan setiap bulan atau masa pajak oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP). Formulir 1721 SPT Masa PPh Pasal 21 disebut juga dengan 

Formulir Induk terdiri dari 2 (dua) halaman : 

a. Halaman 1 (satu) memuat data : 

1. Masa pajak yang dilaporkan. 

2. Jenis SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26 apakah berstatus Normal atau 

Pembetulan. 

3. Jumlah lembar SPT Masa termasuk lampiran. 

4. Identitas pemotong. 

5. Jenis, Jumlah Penerima Penghasilan, Jumlah Penghasilan Bruto dan 

Jumlah PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 Terutang yang bersifat tidak 

final. 

6. Perhitungan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 yang kurang atau lebih   

     bayar. 

a. Halaman 2 (dua) memuat data  : 

1. Jenis Jumlah Penerima Penghasilan, Jumlah Penghasilan Bruto dan Jumlah 

PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 Terutang yang bersifat final. 

2. Lampiran yang akan disertakan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 

dan atau PPh Pasal 26. 

3. Pernyataan dan Tanda Tangan Pemotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 

26. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

 

 

 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek KerjaNyata 

3.1.1Pelaksanaan Praktek KerjaNyata 

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh 

mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan untuk menyusun laporan PKN 

atau magang bila sudah menyelesaikan minimal 100 SKS, guna memenuhi tugas 

akhir serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya 

(A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan. 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-

ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama bangku perkuliahan dalam dunia 

kerja di lingkungan perusahaan, terutama dalam bidang perpajakan. Pelaksanaan 

Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik Negara maupun 

perusahaan  milik swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instansi 

yangbersangkutan. 

Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis mempunyai beberapa 

tahap- tahap yang harus dilalui sebelum melaksanakan PKN yaitu: 

a. Mahasiswa mendapat pembekalan dari Fakultas mengenai persyaratan yang 

harus dipenuhi dalam Praktek Kerja Nyata. Mahasiswa yang memenuhi 

persyaratan Praktek Kerja Nyata diberikan kesempatan untuk memilih sendiri 

tempat PKN seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dan lain-lain yang berkaitan denganperpajakan; 

b. Menanyakan pada instansi terkait, apakah ada kesempatan untuk 

melaksanakan Praktek Kerja Nyata sekaligus menanyakan persyaratan yang 

harusdipenuhi; 

c. Mahasiswa membuat proposal pengajuan PKN pada fakultas. Setelah 

disetujui, pihak fakultas membuat surat pengantar untuk diberikan 

padainstansi; 

d. Mahasiswa datang ke instansi untuk menyerakan surat pengantar dari 

fakultas. Surat tersebut diperuntukan kepada Kepala instansi tersebut, di 

serahkan kepada sekertaris instansi bahwa mahasiswa akan melakukan PKN 
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di instansitersebut; 

e. Mahasiswa menerima surat balasan yaitu surat permohonan tempat PKN dari 

instansi yang kemudian diserahkan kepada pihak fakultas untuk diproses 

menjadi surat tugas oleh pihakfakultas; 

f. Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama mahasiswa yang 

melaksanakan PKN, serta tanggal pelaksanaan PKN yang sudah 

ditandatangani oleh Dekan Fakultas. Surat tugas tersebut terdiri dari surat 

tugas untuk dosen supervisi dan  surat tugas untuk melaksanakan PKN  pada 

instansi yang dituju; 

g. Mahasiswa mulai melakukan kegiatan PKN pada instansi yangdituju. 

 

 

3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember yang beralamat di Jalan Jawa No. 72 Jember dan di tempatkan pada 

Bidang satu, yaitu Bidang Pendataandan Pelayanan.Bidang satu bertugas 

melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah atau 

retribusi daerah, pengolahan data serta penyajian informasi pajak daerah atau 

retribusi daerah serta melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang perpajakan 

daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Bidang pendataan dan 

pelayanan terdiri dari dua seksi yaitu: 

a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran 

b. Seksi Pelayanan dan Penyuluhan 

 

Srtuktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk 

pemberian tugas dan wewenang masing-masing bagian. Struktur organisasi 

digambarkan dalam bentuk piramid dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh 

pimpinan/kepala desa. Untuk lebih jelasnya srtuktur organisasi dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Struktur Organisai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (DISPENDA), (2016) 

 

1. Bidang Pendataan dan Pelayanan 

Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan 

pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah / retribusi daerah, 

pengolahan data serta penyajian informasi pajak daerah / retribusi daerah serta 

melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang perpajakan daerah dan tugas 

lain yang diberikan oleh kepala dinas.Untuk melaksanakan tugasyang dimaksud, 

bidang pendataan dan pelayanan mempunyai fungsi meliputi : 

1.) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran 

wajib pajak daerah / retribusi daerah dan obyek pajak daerah / retribusi 

daerah; 
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2.) Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi tentang 

perpajakan daerah; 

3.) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber 

pendapatan pajakdan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang 

sah; 

4.) Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah / retribusi 

daerah dan obyek pajak daerah; 

5.) Pembuatan daftar induk wajib pajak daerah dan retribusi daerah, 

menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah; dan 

6.) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perpajakan dan retribusi 

daerah. 

 

a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran 

Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan 

dan pendaftaran wajib pajak daerah / retribusi daerah dan obyek pajak daerah 

serta tugas lain yang diberikan kepala bidang pendataan dan pelayanan.Untuk 

melaksanakan tugas yang sebagaimana yang dimaksudkan, seksi pendataan dan 

pendaftaran mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1.) Penyusunan rencana program dan kegiatan pendataan wajib pajak daerah/ 

wajib retribusi daerah dan obyek pajak daerah / retribusi daerah; 

2.) Pelaksanaan penilaian obyek pajak termasuk proses klasifikasi nilai jual 

objek pajak (NJOP); 

3.) Pelaksanaan pendataan obyek dan subyek pajak daerah / retribusi daerah; 

4.) Pelaksanaan pembentukan, pemeliharaan dan pemutakhiran basis data nilai 

obyek pajak dalam menunjang ektensifikasi; 

5.) Pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak daerah / retribusi daerah 

dan sumber pendapatan lain yang sah; 

6.) Penyampaian formulir SPTPD dan SPOP kepada subyek pajak daerah 

dan/atau wajib pajak daerah setelah dilakukan pencatatan dalambuku dan 

daftar SPTPD dan SPOP; 
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7.) Pengumpulan pengolahan data obyek dan subyek pajak dan/atau wajib pajak 

daerah melalui surat pemberitahuan pajakdaerah (SPTPD) dan surat 

pemberitahuan obyek pajak (SPOP); 

8.) Pelaksanaan penelitian kelengkapan formulr pendataan SPTPD dan SPOP 

yang telah diisi oleh subyek pajak dan/atau wajib pajak atau kuasanya; 

9.) Pelaksanaan penelitian kesesuaian data obyek pajak dengan keadaan obyek 

pajak di lapangan; 

10.) Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah / retribusi daerah dan obyek 

pajak daerah / retribusi daerah; 

11.) Pemrosesan dan penetapan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD); 

12.) Pelaksanaan dokumentasi arsip NPWPD serta penyusunan daftar induk 

wajib pajak daerah dan retribusi daerah; 

13.) Pemprosesan dan penertiban perijinan setelah kelengkapan persyaratan dan 

kebenaran data terpenuhi; 

14.) Penyimpanan dan pendokumentasian arsip pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

15.) Pelaksanaan perubahan data terhadap obyek pajak dan subyek pajak; 

16.) Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi pengolahan data induk wajib 

pajak daerah / retribusi daerah; 

17.) Pelaksanaan pengolaan data dan informasi pajak daerah; 

18.) Pengawasan terhadap pemanfaatan data pajak daerah dan retribusi daerah; 

19.) Pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi serta pembuatan back-up data 

pajak daerah dan retribusi daerah; dan 

20.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban. 

 

b. Seksi Pelayanan dan Penyuluhan 

Seksi pelayanan dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

dan penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta tugas yang 

diberikan oleh kepala bidang pendataan dan pelayanan.Untuk melaksanakan 

tugas-tugas tersebut, seksi pelayanan dan penyuluhan mempunyai fungsi meliputi: 
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1.) Pelaksanaan pelayanan perpajakan daerah dan evaluasi atas pelayanan 

perpajakan; 

2.) Penerimaan pengaduan dan permohonan penyelesaian masalah perpajakan 

dari wajib pajak; 

3.) Pendistribusian permohonan permasalahan perpajakan dari bidang terkait 

untuk disampaikan kepada wajib pajak; 

4.) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan,sosialisasi dan pelayanan konsultasi 

tentang pajak daerah / retribusi daerah baik dalam lingkup dinas maupun 

kepada masyarakat; 

5.) Penerimaan hasil penyelesaian permasalahan perpajakan dari bidang terkait 

untuk disampaikan kepada wajb pajak; 

6.) Pengkoordinasiaan kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait; dan 

7.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban. 

 

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal pelaksanaan PKN sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari 

tanggal23 Agustus 2016 sampai dengan 23September 2016.  

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja 

di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu: 

 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata 
 

 Hari Jam Kerja (WIB)   

 Jam pagi Istirahat Jam siang 

Senin - Kamis 07.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 15.00 

Jum’at 07.00 – 11.00 11.00 – 13.00 13.00 – 15.00 

Sabtu dan Minggu  Libur  

 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2016. 

 

3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata 

Kegiatan rutin yang dilakukan selama PKN pada Dispenda Kabupaten 

Jember adalah apel pagi setiap hari senin. Sedangkan untuk hari jum’at diadakan 
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kegiatan olahraga senam pagi. Adapun rincian kegiatan selama penulis berada di 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

 

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata 
 

Waktu 

Pelaksanaan 

Kegiatan Praktek 

Kerja Nyata 

Hasil Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) (d) 

Selasa, 23 

September 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Penulis datang ke 

tempat magang 

untuk 

melaksanakan 

Praktek Kerja 

Nyata. 

2. Pengenalan di 

bagian pendataan 

dan pelayanan. 

 

3. Memulai kegiatan 

Praktek Keja 

Nyata. 

4. Apel sore. 

1. Penulis diterima 

untuk melakukan 

Praktek Kerja 

Nyata. 

 

 

2. Mengetahui 

nama-nama staff 

dan lingkungan 

kantor. 

3. Melakukan 

Kegiatan praktek 

kerja nyata. 

4. Berdoa bersama 

sebelum pulang 

Bu Siti staff di 

bagian TU. 

 

 

 

 

Pak Mussodaq 

 

 

 

Pak Mussodaq 

 

 

Mas Adi 

 

Rabu,24  

Agustus 2016 

 

 

 

 

 

1. Apel pagi. 

 

 

2. Mengentri data. 

 

 

3. Mempelajari 

1. Berdoa bersama 

untuk memulai 

kerja. 

2. Mengerticara 

untuk mengentri 

data. 

3. Mengetahui  

  PakAgus 

Sudarsono 

 

Pak Bambang 

 

 

Pak Mussodaq 
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(a) (b) (c) (d) 

 tentang macam-

macam pajak 

daerah yang 

dikelola oleh 

Dinas Pendapatan 

Daerah Kab. 

Jember. 

4. Apel sore. 

macam-macam 

pajak daerah 

yang dikelola 

oleh Dinas 

Pendapatan 

Daerah Kab. 

Jember. 

4. Berdoa bersama 

sebelum pulang. 

 

 

 

 

 

 

 

Mas Adi 

Kamis, 25 

Agustus 2016 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apel Pagi. 

 

 

2. Mengentri data 

kembali. 

3. Membantu mengisi 

Nomor pada Surat 

Permohonan atas 

partisipasi 

kehadiran wajib 

pajak (WP) yang 

telat membayar 

pajak terutangnya. 

 

 

4. Apel Sore. 

 

1. Berdoa bersama 

untuk memulai 

kerja. 

2. Mengetahui cara 

mengentri data. 

3. Mengetahui  cara 

mengisi Nomor 

pada Surat 

Permohonan atas 

partisipasi 

kehadiran wajib 

pajak (WP) yang 

telat membayar 

pajakterutangnya. 

4. Berdoa bersama 

sebelum pulang. 

  PakAgus 

Sudarsono 

 

 

 

Pak Mussodaq 

 

Pak Mussodaq 

 

 

 

 

 

 

 

Mas Danang 

 

Jumat, 26 

Agustus 2016 

 

1. Apel pagi. 

2. Mengentri data 

pajak reklame  

1. Berdoa bersama 

sebelum memulai 

kerja. 

Pak Agus 

Sudarsono 
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(a) (b) (c) (d) 

 tahun 2016. 

2. Mengentri data 

pajak reklame 

tahun 2016. 

 

 

3. Apel sore. 

 

2. Mengetahui cara 

untuk mengentri 

data pajak 

reklame tahun 

2016. 

3. Berdoa bersama 

sebelum pulang. 

 

Pak Mussodaq 

 

 

 

 

Mas Adi 

Senin, 29 

Agustus 2016 

 

 

1. Apel pagi. 

 

2. Membantu 

mengecek data 

pajak reklame 

yang ada di Kab. 

Jember. 

3. Apel sore. 

 

1. Berdoa bersama 

sebelum kerja. 

2. Mengetahui 

jumlah pajak 

reklame yang 

terdapatdi Kab. 

Jember. 

3. Berdoa bersama 

sebelum pulang. 

Pak Agus 

Sudarsono 

Pak Mussodaq 

 

 

 

 

Pak Sulaiman 

Selasa, 30 

Agustus 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apel Pagi. 

 

 

2. Wawancara 

mengenai sejarah 

DISPENDA Kab. 

Jember. 

3. Membantu 

mengecek Surat 

Keluar tahun 2015. 

4. Apel sore. 

 

1. Berdoa bersama 

untuk memulai 

PKN. 

2. Mengetahui 

sejarah 

DISPENDA Kab. 

Jember. 

3. Mengetahui Surat 

Keluaran 

tahun2015. 

4. Berdoa bersama 

sebelum pulang. 

Pak Agus 

Sudarsono 

 

Bu Marsiyah 

 

 

 

Pak Mussodaq 

 

 

Mas Adi 
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(a) (b) (c) (d) 

Rabu, 31 

Agustus 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apel pagi. 

 

 

2. Mengentri data 

baru. 

 

3. Mengentri data 

wajibpajak yang 

melakukanpermoh

onan data baru. 

 

4. Apel sore. 

 

1. Berdoa bersama 

untuk memulai 

kerja. 

2. Mengetahui cara 

untuk mengentri 

data baru. 

3. Mengetahui cara 

mengentri data 

wajib pajak yang 

melakukan 

permohonan data 

baru. 

4. Berdoa bersama 

sebelum pulang. 

Pak Agus 

Sudarsono 

 

Pak Mussodaq 

 

 

Pak Dodon 

 

 

 

 

 

Mas Adi 

 

Kamis, 01 

September 

2016 

 

 

 

 

 

 

1. Apel pagi. 

 

 

2. Mengentri data. 

 

 

3. Membantu 

Mengecek Surat 

Masukan. 

4. Apel sore. 

 

1. Berdoa bersama 

untuk memulai 

kerja. 

2. Mengetahuicara 

untuk mengentri 

data. 

3. Mengetahui Surat 

Masukan. 

 

4. Berdoa sebelum 

pulang. 

Pak Agus 

Sudarsono 

 

Pak Mussodaq 

 

 

Pak Mussodaq 

 

 

Pak Sulaiman 

 

Jumat, 02 

September 

2016 

 

1. Apel pagi. 

 

 

2. Mengentridata  

1. Berdoa bersama 

sebelum memulai 

kerja. 

2. Mengetahui cara 

Pak Mussodaq 

 

 

Pak Mussodaq 
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(a) (b) (c) (d) 

 wajib pajak yang 

terdaftar pada surat 

ketetapan pajak 

(SKP). 

 

 

3. Apel sore 

 

untuk mengentri 

data wajib pajak 

yang terdaftar 

pada surat 

ketetapan pajak 

(SKP). 

3. Berdoa bersama 

sebelum pulang 

Pak Dodon 

 

 

 

 

 

Pak Sulaiman 

Senin, 05 

September 

2016 

 

 

 

1. Apel pagi. 

 

 

2. Pendataan  wajib 

pajak atas 

permohonan data 

objek pajak baru. 

 

3. Apel Sore. 

 

1. Berdoa bersama 

untuk memulai 

kerja. 

2. Mengetahui cara 

mendata wajib 

pajak atas 

permohonan data 

objek pajak baru. 

3. Berdoa bersama 

sebelum pulang. 

Pak Agus 

Sudarsono 

 

Pak Bambang 

 

 

 

 

Mas Danang 

 

Selasa, 06 

September 

2016 

 

 

1. Apel pagi. 

 

 

2. Mengentri data. 

 

 

3. Apel sore. 

 

1. Berdoa bersama 

untuk memulai 

kerja. 

2. Mengetahui 

caramengentri 

data. 

3. Berdoa sebelum 

pulang. 

Pak Agus 

Sudarsono 

 

Pak Dodon 

 

 

Pak Dodon 

 

Rabu, 07 

September 

2016 

1. Apel pagi. 

 

 

1. Berdoa bersama 

untuk memulai 

kerja. 

Pak Agus 

Sudarsono 
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(a)  (b) (c)  (d) 

 2. Konsultasi judul 

untuk penulisan 

laporan Praktek 

Kerja Nyata 

tentang  pajak 

penghasilan atas 

pegawai tetap pada 

DISPENDA Kab. 

Jember. 

 

3. Apel sore. 

 

2. Memperoleh 

judul untuk 

Laporan Praktek 

Keja Nyata 

tentang pajak 

penghasilan atas 

pegawai tetap 

pada 

DISPENDA 

Kab. Jember. 

3. Berdoa sebelum 

pulang. 

Pak Mussodaq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas Adi 

Kamis, 08 

September 

2016 

 

 

 

 

 

1. Apel pagi. 

 

 

2. Mengentri data 

wajibpajak yang 

terdaftarpadaSurat

KetetapanPajak 

(SKP). 

 

3. Apel Sore. 

 

1. Berdoa bersama 

sebelum memulai 

kerja. 

2. Mengetahui cara 

mengentri data 

wajib paak yang 

terdaftar pada 

Surat Ketetapan 

Pajak (SKP). 

3. Berdoa bersama 

sebelum pulang. 

Pak Agus 

Sudarsono 

 

Pak Bambang 

 

 

 

 

 

Mas Adi 

 

Jumat,09 

September 

2016 

 

 

 

1. Apel pagi. 

 

 

2. Mengecek data 

wajib pajak yang 

telat membayar 

1. Berdoa bersama 

untuk memulai 

      kerja. 

2. Mengetahui cara 

pengecekan data 

wajib pajak yang 

Pak Agus 

Sudarsono 

 

Pak Mussodaq 
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(a) (b) (c) (d) 

 Pajak terutangnya. 

 

 

3. Apel sore. 

 

telat membayar 

pajak 

terutangnya. 

3. Berdoa bersama 

sebelum pulang 

 

 

 

Pak Bambang 

Senin, 12 

September 

2016 

LIBUR LIBUR LIBUR 

Selasa, 13 

September 

2016 

 

 

 

 

 

1. Apel pagi. 

 

 

2. Mencocokan 

tanggal jatuh 

tempo dengan 

pembayaran yang 

dilakukan wajib 

pajak. 

 

3. Apel Sore. 

 

1. Berdoa bersama 

sebelum 

memulai kerja. 

2. Mengetahui cara 

mencocokan 

tanggal jatuh 

tempo dengan 

pembayaran 

yang dilakukan 

wajib pajak. 

3. Berdoa bersama 

sebelum pulang. 

Pak Agus 

Sudarsono 

 

Pak Mussodaq 

 

 

 

 

 

 

Mas Adi 

 

Rabu, 14 

September201

6 

 

 

 

 

 

 

1. Apel pagi. 

 

 

2. Membantu 

melayani wajib 

pajak saat 

melakukan 

pendaftaran objek  

Pajaknya. 

1. Berdoa Bersama 

untuk memulai 

kerja. 

2. Mengetahui cara 

melayani wajib 

pajak saat saat 

mendaftrkan 

objek pajaknya. 

 

Pak Agus 

Sudarsono 

 

Pak Dodon 
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(a) (b)  (c) (d) 

 

 

 

 

 

 

2. Wawancara 

mengenai 

pemotongan pajak 

penghasilan atas 

pegawai tetap 

pada DISPENDA 

Kab. Jember. 

3. Apel sore. 

2. Mengetahui cara 

pemotongan 

pajak penghasilan 

terhadap pegawai 

tetappada 

DISPENDA Kab. 

Jember. 

3. Berdoa bersama 

sebelum pulang. 

Bu. Marsiyah 

 

 

 

 

 

 

Pak Sulaiman 

 

Kamis, 15 

September 

2016 

 

 

 

 

1. Apel Pagi. 

 

 

2. Mengentri data 

mengenai pajak 

reklame tahun 

2015-2016. 

3. Apel Sore. 

 

1. Berdoa bersama 

untuk memulai 

kerja. 

2. Mengentri data 

mengenai pajak 

reklame tahun 

2015-2016. 

3. Berdoa bersama 

sebelum pulang. 

Pak Agus 

Sudarsono 

 

Pak Mussodaq 

 

 

 

Pak Sulaiman 

 

Jumat, 16 

September 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apel pagi. 

 

 

2. Mempelajari 

pemotongan 

pajakPenghasilan 

pasal 21. 

3. Membantu 

mengecek surat 

keluar. 

4. Apel Sore. 

1. Berdoa bersama 

sebelum memulai 

kerja. 

2. Mengetahui 

PTKP terbaru. 

 

 

3. Mengetahui 

Surat Keluaran. 

 

4. Berdoa bersama 

Pak Agus 

Sudorsono 

 

Bu marsiyah 

 

 

 

Pak Mussodaq 
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(a) (b) (c) (d) 

  4. Berdoa bersama 

sebelum pulang 

Mas Danang 

Senin, 19 

September 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apel Pagi. 

 

 

2. Mempelajari 

penghitungan atas 

pemotongan pajak 

penghasilan pasal 

21 pada pegawai 

tetap.  

 

3. Membantu 

mengecek 

pendataan PBB P2. 

 

4. Apel Sore. 

1. Berdoa bersama 

sebelum 

memulai kerja. 

2. Mengetahui cara 

penghitungan 

atas pemotongan 

pajak 

penghasilan 

pasal 21 pada 

pegawai tetap.  

3. Mengetahui cara 

mengecek 

pendataan PBB 

P2. 

4. Berdoa bersama 

sebelum pulang. 

Sudarsono 

 

 

Bu Marsiyah 

 

 

 

 

 

 

Mas Adi 

 

 

 

Mas Adi 

Selasa, 20 

September 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apel pagi. 

 

 

2. Mengumpulkan 

data-data yang 

diperlukan dalam 

Laporan Praktek 

Kerja Nyata 

(PKN). 

3. Membantu 

pengecakan 

1. Berdoa bersama 

sebelum 

memulai kerja. 

2. Mendapatkan 

data-data 

untuklaporan 

PKN. 

 

 

3. Mengetahui cara 

mengecek  

Pak Agus 

Sudarsono 

 

Bu Marsiyah 

 

 

 

 

 

Pak Mussodaq 
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(a) (b) (c) (d) 

 tanggal jatuh 

tempo atas pajak 

reklame tahun 

2016. 

4. Apel sore. 

2016. tanggal 

jatuh tempo atas 

pajak reklame 

tahun 

4. Berdoa bersama 

sebelum pulang 

 

 

 

 

Mas Adi 

 

Rabu, 21  

September 

2016 

 

 

 

 

 

 

1. Apel Pagi. 

 

 

2. Pendataan wajib 

pajak permohonan 

data objek pajak 

baru. 

 

3. Apel Sore. 

 

1. Berdoa bersama 

untuk  mulai 

kerja. 

2. Mengetahui cara 

mendata wajib 

pajak atas 

permohonan data 

objek pajak baru. 

3. Berdoa bersama 

sebelum pulang. 

Pak Agus 

Sudarsono 

 

Pak Dodon 

 

 

 

 

Mas Danang 

Kamis, 22 

September 

2016 

 

 

 

 

 

1. Apel Pagi. 

 

 

2. Membantu 

melayani wajib 

pajak. 

 

3. Apel Sore. 

1. Berdoa bersama 

untuk mulai 

kerja. 

2. Mengetahui cara 

melayani wajib 

pajak dengan 

baik. 

3. Berdoa bersama 

sebelum pulang. 

Pak Agus 

Sudarsono 

 

Pak Bambang 

 

 

 

Mas Danang 

Jumat, 23 

September 

2016 

 

1. Apel Pagi. 

 

 

2. Membantu  

1. Berdoa bersama 

untuk mulai 

kerja. 

2. Mengetahui cara  

Pak Agus 

Sudarsono 

 

Mas Adi dan 
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(a) (b) (c) (d) 

 

 

 

 

Mengecek data 

PBB P2. 

3. Berpamitan kepada 

seluruh staf di 

bidang 1 

DISPENDA Kab. 

Jember. 

4. Apel Sore. 

Mengecek data 

PBB P2. 

3. Mendapat surat 

keterangan 

selesai magang 

di DISPENDA 

Kab. Jember. 

4. Berdoa sebelum 

pulang. 

 

 

Bu Siti 

 

 

 

 

Mas Adi 

 

 

3.1.5 Kegiatan Setelah Praktek Kerja  Nyata 

Setelah melakukan PKN pada Dinas Pendapatan Daerah KabupatenJember, 

kegiatan selanjutnya yaitu: 

a. Memberikan nilai hasil PKN kepada bagian akademik untuk di entry, setelah 

itu meminta file untuk pengajuan dosenpembimbing; 

b. Menanyakan kepada dosen yang di tunjuk tentang kesanggupan 

untuk membimbing mengerjakan LaporanPKN; 

c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan PKN ke 

akademik;dan 

d. Membuat laporanPKN. 

 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data  

Jenis-jenis data menurut sumbernya, Data Primer adalah data yang 

dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari 

objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat 

berupa interview, observasi. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


44 

 

oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data 

dokumentasi dan arsip-arsip resmi. 

Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan menurut 

sumbernya Penulis menggunakan Data primer karena data yang dikumpulkan oleh 

Penulis sendiri atau dirinya sendiri. Ini adalah data yang belum pernah 

dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu 

tertentu yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan Bendahara yaitu 

Ibu Marsiyah. Pengumpulan data laporan menurut sumbernya Penulis juga 

menggunakan Data sekunder karena data yang dikumpulkan oleh orang lain, 

bukan Penulis itu sendiri. Data ini berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh 

Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri yaitu salah satu contohnya penulis meminta 

data tentang Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta Bukti 

Pemotongan dalam setahun pada Tabel 2.1 dan lampiran ke - 21 yang penulis 

ambil langsung dari bagian bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember 

3.2.2 Sumber data   

 Penulis mendapatkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

pada bagian Bendahara Keuangan yaitu Ibu Marsiyah.  

 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan 

menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan cara mengamati dan 

melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui langsung 

keadaan yang sebenarnya terjadi (riil) di lapangan. Selain itu juga dilakukan 

interview atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan 

khususnya dalam permasalahan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21. Serta tidak 

lepas dari beberapa panduan yang berupa buku-buku Undang Undang Perpajakan 

Khususnya tentang Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Sumber-

sumber lainnya. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan judul Prosedur  Penghitungan dan  Pelaporan Pajak  

Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan Prosedur Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 

21, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan perpajakan dan Dasar Hukum Pajak 

Penghasilan Pasal 21 yakni Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 

31/PJ/2012. Terkait peraturan  perundang – undangan di atas, prosedur 

penghitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut : penghasilan neto dihitung 

seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran terkait 

dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan besarnya 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) penghasilan neto dikurangi PTKP. 

2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan Sistem Pelaporan 

E-Filling dalam melaporkan pajak terutang atas Pajak Penghasilan Pasal 21. 

Hal ini sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Pajak melalui KEP- 

05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara 

Elektronik (e-filling) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). 

Selain itu, untuk prosedur pelaporan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 

31/PJ/2012. 
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5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan laporan Praktek Kerja Nyata 

ini, maka saran yang diberikan untuk kantor ini yaitu: 

1. Terkait Peraturan Terbaru Perpajakan, diharapkan Kantor Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember agar selalu memperbaharui wawasan serta 

pengetahuan tentang perpajakan. 

2. Diharapkan pekerja DISPENDA lebih disiplin dan professional dalam 

mengerjakan tugas sesuai dengan bidang masing – masing. 
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Lampiran A :Pemohonan Tempat Magang 
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Lampiran B :Persetujuan Tempat Magang 
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Lampiran C: Surat Tugas Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran D: Surat Balasan dari Instansi 
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Lampiran E: Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran F: Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran G : Daftar Konsultasi Bimbingan 
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Lampiran H: Daftar Absensi Magang 
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Lampiran K: Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21 
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Lampiran I: Daftar Nilai Magang 
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Lampiran J : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Untuk  Pegawai TetapBelum 

Menikah (TK 0) 
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Lampiran J :Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Sudah Menikah 

Tidak Memiliki Tanggunngan (K 0) 
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Lampiran J :Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap Sudah 

Menikah Dan Mempunyai 1 Tanggungan 
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Lampiran L: Bukti Penyetoran SPT Tahunan PPh Pasal 21 
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Lampiran M: Surat Perintah Pencairan Dana 2016 
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Lampiran N: Perubahan PTKP 2016 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


72 
 

 

Lampiran N: Perubahan PTKP Terbaru 2016 
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Lampiran N: Perubahan PTKP Terbaru 2016 
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Lampiran N: Perubahan PTKP Terbaru 2016 
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Lampiran O: Undang-undang 28 Tahun 2007 

 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2007 

Ditetapkan tanggal 17 Juli 2007 

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 

a.    bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan 

pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian 

hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi 

dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di 

bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2000;  

b.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-UndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan;  

Mengingat : 

1.    Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 AUndang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945;  
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2.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3984);  

DenganPersetujuanBersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN 

TATA CARA PERPAJAKAN. 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang: 

a.   Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3566);  
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b.   Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3984),  

diubah sebagai berikut : 

1.   Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :  

1.   Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan  yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.  

2.   Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai  hak 

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.  

3.   Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  

4.   Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun 

yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan 

barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha 
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perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar 

daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari 

luar daerah pabean.  

5.   Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atua penyerahan Jasa Kena 

Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.  

6.   Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada 

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib 

Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.  

7.   Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib 

Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang 

terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana 

ditentukan dalam Undang-Undang ini.  

8.   Tahunn Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali 

bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 

dengan tahun kalender.  

9.   Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) 

Tahun Pajak.  
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Lampiran P: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 36 TAHUN 2008 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 7 TAHUN 1983TENTANG PAJAK PENGHASILAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang 

semakin meningkat, mewujudkan system perpajakan yang netral, 

sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat 

menciptakan kepastian hokum serta transparansi perlu dilakukan 

perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor7 TAHUN 1983 

tentang Pajak Penghasilan; 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu membentuk Undang-Undang  -Undang Nomor7 

TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, danPasal 23A Undang-UndangDasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-UndangNomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuanUmumdan 

Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3262) sebagaimanatelahbeberapa kali 

diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor 28 Tahun 2007 

tentangPerubahanKetigaatasUndang-UndangNomor 6 Tahun 1983 

tentangKetentuanUmumdan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 85. 
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Lampiran Q: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 
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Lampiran R: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 
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